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ABSTRACT 

Prisoning of a child is the last place for child in court, but cases of children in jail despite mild cases 
still found. Assistance for children in conflict with the law (ABH) is important, especially in legal and 
psychosocial aspects, starting when the children were arrested, and after the children had faced the legal 
process because it is never too late to save the children from being sentenced to jail. The evidence suggests that 
the impact of the imprisonment of children has more negative than the good results. Result of assistance from 
NGOs in the province of Lampung, in fact can ensnare adult perpetrators who had been "above the law" even 
rescuing children from the arbitranJ of law enforcement. The presence of PK (Bapas) as a companion after a 
child faced lzis/her legal process, in fact is still weak to save the children from prison as well as assistance in 
prisons is not yet sufficient, so the psychosocial assistance for ABH, primarily to minimize the effect of 
children imprisonment and prepare the childre1Z's the psychosocial as well as environment life, is urgently 
1Zeeded. In order to give optimum result, increase in the companion's capacity, coordination and cooperation 
between the companion as a social worker (correctional) is needed. It is necessanJ to set up a Child Protection 
Forwn, which consists of government agencies and NGOs related to the protectioll of children in co11jlict 
with the law. 
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1. PENDAHULUAN 

Anak merupakan aset bangsa, sebagai 
bagian dari generasi penerus bangsa. Peron 
st rategis ini disadari oleh masyarakat 
internasional untuk melahirkan sebuah konvensi 
yang intinya menekankan posisi anak sebagai 
mahluk manusia yang harus mendapatkan 
perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. 
Indonesia merupakan salah satu dari 192 
negara yang telah meratifikasi Konvensi Hok 
Anak (Convention on the Right of the Children) 
pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi 
ini, Indonesia memiliki kewa j iban untuk 
memenuhi hak-hak anak bagi semua anak 
tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu 
mendapot perhotio n don perlindungon khusus 
odolah anak yang berkonflik dengan hukum. 
Legolitas untuk melindungi ABH yoitu UU No 
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3/1997 tentong perodilon onok don UU 23/ 
2003 tentong Perlindungan Anak. Data tentong 
ABH, masih tersebar di berbagai lembaga yang 
terkait seperti . Lembqgo Advokasi Anak (LAdA) 
Lampung, misalnya, hanya mencatat data kasus 
berdasarkan yang muncul di media massa . 
Meski sebenarnya catatan tentang dun ia anak 
yang terpuruk dengan mosolah hukum, okan 
lebih banyak lagi jika kita mau menelisik ke 
berbagai pihak terkait. Menurut cataton LAdA, 
sejak l Juli hingga 30 September 2006 di 
Lampung tercatat sedikitnya 36 anak berkonflik 
dengan hukum. Meski jumlah ini menurun dari 
triwulan yang soma tahun lalu (sekitar 16 persen), 
namun secara kual i tas pe langgora n yang 
dilakukan anak justru naik yakni dalam kasus 
pembunuhan don narkoba. Menariknya lagi 
usia anak yang paling banyak melakukan 
perbuatan melanggar hukum ada lah antara 
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usia 14 sampai dengan l 7 tahun, bahkan ado 
anak yang berusia dibawah usia 8 tahun yang 
terlibat tindak pidana. Sementara UU No 3/ 
1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan 
bahwa batas usia yang dapat dilakukan proses 
hukumnya minimal usia 8 tahun. 

Latar belakang anak berkonflik dengan 
hukum, berawol dori periloku anak yang 
dianggop 'nokol' yang owolnyo dionggap 
wojor ternyata berlonjut menjodi tindok 
kejahatan yang melonggar hukum di usio yang 
mosih sangot belia. Biosanyo onok berperiloku 
demikion sebogoi produk dori keluarga 'bro­
ken home otau perceroion orang tuo, bahkan 
kemiskinan yang mendorong mereka 
berperi loku demikion sebogoi bentuk pilihon 
negotif dalam rongko mencori joti diri . Biso jodi 
posisi onak sebogoi peloku otou korbon don 
sebaliknyo menjodi korbo n sekoligus sebogoi 
pelaku. Keodoon 'memokso' onok berhadapan 
dengon situosi untuk mempertohonkon dirinya, 
seperti ketidok mompuon menolok ojokon 
kelompok teman untuk towuran, otou keodoon 
serbo kekurangan atau menginginkan sesuatu 
menyebobkan onok mencuri, bohkon 
melokukon tindokan osusilo yang merugikon 
orang loin maupun dirinyo. Sebagai anok yang 
melokukan pelonggaran atau kejahotan (anak­
anak yang berkonflik dengan hukum), seringkali 
dihadopkon dengan ketidak tohuan okibot 
perilakunya. 

Rangkoian proses hukum yang diowoli 
dengan penangkapan oleh Palisi atou 
mosyarakat, dimana onak mulai dihadopkon 
dengan proses penyidikan don penahonan, 
menjodi pengolaman tersendiri bagi onak 
terutama bogi anok 'pemulo'. Permasa lahonnyo 
anak telah merosakan mosuk ke tahanon, 
mero sokon sebagai 'pesakiton' beresiko 
menimbulkon anggapan ba hwo dirinya 
sebagoi monusia yang tidok berguno, atau 
trauma psikologis loin, kareno sudah bukon 
rahasio logi bahwo seloma proses penyidikon, 
anok akan diperlokuon kosor, bahkon tindok 
kekerasan. 

Senyotanya anak dalam usionya yang 
belio, belum memahami akibat hukum atas 
perbuatannyo, termasuk belum memohami 
hukum dolom perundang-undongon yang 
berlaku, meski seteloh onak d i penjora, mereko 

lebih memahami pasal-posol tentong 
pelanggoron berikut vonis yang okan diterimo, 
sehingga menyodari bahwa hukuman yang 
diterima tidok sesuoi dengan perilakunyo. 
Kurangnyo pemohoman anok tentong hukum 
moupun hok-hak anok, menyebabkan anak 
podo posisi yang dirugikan, seperti diputus 
sebogoi onok pidono podahal tindakannya 
secoro hukum mosuk podo kotogori ringon, don 
perilakunya mosih dopat. direhoblitosi maupun 
dibina melolui lemboga sosial. Terlebih jiko 
anok tersebut masih pemula, maka dalam hal 
ini pendompingan pado setiap tingkot 
pemeriksoon, muloi dori proses penongkopon, 
penyidikon hinggo proses persidongon di 
pengodilon songot d ibutuhkon. Ji ko tonpo 
pendompingon maka kemungkinon onok 
dijebloskon ke penjora menjodi besor. 
Seondoinyo pendamping don otou bontuon 
hukum yang menjadi haknyo seperti yang 
diomonotkon dolom UU 3/1 007 posol 18 don 
UU No 23/2002 posol 37 diperoleh onok dori 
muloi owol proses hukum, moko onok okon 
terselomotkon don lebih lanjut dopot 
meminimolisir jumloh onok mosuk penjora 
termasuk dompok dari memejorokon onak. 

Berbogoi upoya menyelomotkon onak dari 
perbuoton melanggor hukum teloh dilokukon 
baik oleh instansi pemerintoh moupun o leh 
mosyarakot, meski olasan Penegok hukum 
memenjarokon onok sebogoi upoyo membuot 
jero peloku don melindungi korbon. Nyotonyo 
pendekatan punitif yang di lokukan selomo ini 
tidok menimbulkon efek jera kareno podo 
kenyotoonnyo bonyok anak yang pernah mosuk 
penjoro, semokin mahir melokukan praktek 
kejahoton. Belum logi lingkungan penjoro 
dimana penghuni LAPAS Anok itu sendiri 100% 
bukon onok-anak, nomun berbour dengon or­
ang dewoso. Sehinggo memungkinkon onak 
berinteroksi dengan orang dewoso, termosuk 
memperoleh berbogoi pengetahuon tentong 
tindok kriminol. Apobi lo anok terlonjur menjadi 
onok pidana, moka pendampingan songot 
dibutuhkon kareno akibot dari pemenjoroan 
seperti stigma yang melekot sebogoi anok 
penjora, belum logi kekhawotiran anak untuk 
diterima keluarga otou masyorakot. Maka 
persiopan, melolui pendompingon pada onok 
moupun keluorganyo, sebagoi wu jud proses 
reintegrasi dengan keluargo otou masyorokot, 
sangot dibutuhkon, sehinggo hok onok untuk 
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kelongsungon hidup don tumbuh kembong 
tetop terpenuhi. 

Dolom hol pendompingon bogi ABH, 
sebenornyo yang memiliki kewenongon untuk 
melokukon pendompingon, odoloh petugos 
BAPAS seperti yang tercontum podo UU No 3 
tohun 1997 tentong Peradi lon Anok. Nomun 
pendomping otou petugos pembimbing dori 
BAPAS, . yang bioso di keno I sebogoi petugos 
Kemosyorokoton (PK), melokukon penelit ion 
kemosyorokoto seteloh onok masuk kedalam 
proses hukum, sebagai kelengkapan penyidikan 
don bahan rujukan pada proses tuntutan. 
Sementoro pendampingan yang dimaksud 
dalam penelitian ini adaloh relowan atau 
pekerjo sos iol yang bernaung dibawah 
Lembago Swodoya Masyarakat (LSM) 
melakukan pendompingan hukum maupun 
sosiol psikologis pado ABH, agartidak berlanjut 
ke proses hukum, bahkon jika memungkinkon 
onok soma sekali tidak bersentuhan dengon 
proses hukum. Dengon mempertimbongkan 
hak-hak anak, moka fungsi pendamping, 
menyelamatkon onok dari penjoro menjadi 
penting, terlebih ji ka anok pertama kali 
melakukon kesolohan untuk kosus ringon. 

Oleh karenonya studi kasus ini penting 
dipub likasikan agar berbogoi pihok terko it 
dengon anok berkonflik hukum, memohomi 
pentingnya keberadoon pendamping sebogai 
saloh satu upoyo menyelamatkan onak dari 
proses hukum moupun pemenjoroon anak. 
Studi ini mengombil kosus di provinsi Lompung, 
koreno diketahu i bahwa di provinsi Lampung 
terdopat beberopo LSM yang melakukon 
kegiotan penanganan bagi ABH, yang dalam 
kegiatannya selalu berkoordinasi dengan Dinos 
Sosial setempat. Kondisi ini menjadi menarik 
untuk diketahui kareno kete rl iboton LSM 
kedalam program don kegitan pelayanan don 
rehabilitasi onak di Dinos Sosial Provinsi, 
termasuk langka, .selain itu jumlah anok nokal 
cukup tinggi yoitu 13.887 anak dibondingkan 
dengan populosi anok nokol nosionol yaitu 
sebanyak 189.075 onok (Pusdatin 2005) , 

Untuk it u dipondang penting untuk 
mempertanyokon bogaimona proses 
pendampingan yang dilokukan, bogoimana 
proktek perlindungan serto apa kendala yang 
d hadap, pendamping . M elalui informasi yang 
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diperoleh tentong pendampingon yang 
dilokukan LSM, mako akan diketahui proses 
pendampingan, termasuk praktek perlindungan 
bagi ABH don kendala yang dihadapi. Hasil 
penelitian ini akan bermanfaat bagi Dinos Sosial 
setempat, terkait dengon program perlindvngan 
bagi ABH, sebagai bahan informasi da lam 
pembuatan pedo man pendampingan bagi 
penanganon A BH di tingkat pusat maupun 
dorah, sebagai bahan informasi dalam rangko 
mendidik don melatih pendamping anak, 
terutama bagi Peksos profesional maupun 
fungsional. Pendekatan yang dilokukan secora 
kuali tatif , berdasa rkon kasus dengan 
pendekaton pada hak ona k . Tehnik 
pengambilan data mela lu i wa wancara 
mendalam, wowancara terstruktur, o bservasi 
don studi dokvmentasi don diskusi kelompok. 
l nforman adalah aparat Dinos Sosial, 
pendamping don atau Pekerja Sosial dari LSM, 
PK BAPAS, petugas LAPAS don anak didik. 

IL KONSEP TEO RITIS 

1 . Anak Berkonflik Hukum 

Menurut pedo man penanganan anok 
berkonfli k hukum Direktorat Yanrehsos 
Depsos membatasi anak berkonflik hukum 
adolah onak yang berdasarkan hasil 
penyidikan/ pemeriksoan membutuhkan 
pembinaan di panti Sosial karena telah 
melakukan tindakan melonggor hukum, 

Pada UU No. 3 tahun 1997 tentang 
peradilan anak menyebutkan bahwa anak 
yang melakukan tindak pidona otau onak 
yang melokukan perbuoton yang 
dinyatakon terlarang bagi ana k, bai k 
menurut peraturan perundang-undangan 
maupun menurut peraturan hukum loin 
yang hidup don ber lo ku dolom 
mosyarokat yang bersongku ton, 
dikotagorikon sebogai anok nokal. 

Bei jing Rules; Peraturan minimum Standor 
PBB mengenai Administrosi Peradi lon bag 
Rema jo dalo m perotu ron 2 .2 
menyebutkan bahwa: 

(a) seorong anak atau o rang mudo yang 
menurut sistem hukum masing-mos ng 
dapat d ipe r lokukon a -as S v c - ~ 
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pelanggaran hukum dengan cara 
yang berbeda da ri perlakuan 
terhadap orang dewasa. 

(b) Suatu pelanggaran hukum adalah 
pe laku apopun (t indokon atau 
kelolaian) yang dapat dihukum 
menurut sistem hukum masing- ~ 
masing. 

(c) Seorong pelanggar hukum berusio 
remajo odaloh seorang anak atau or­
ang muda yang diduga telah mela ­
kukon otau yang teloh melakukan 
suatu pelanggaran hukum. 

Pekerjaon Sosial, memandong onok nakol 
sebagai anok yang mengalami kesuliton 
penyesuoian diri yang menyebobkon 
melonggar hukum, sulit dididik dolom 
keluorga dan dapat membahayokan or­
ang lain . Meski sebutan anok nakol telah 
merendahkon harkat dan martabot onok. 

Katagori onak berkonflik hukum : 

- Anak Pidono (AP) yoitu onak yang 
berdosarkan keputuson hakim 
menjalani pidano di Lopas Anak, pal­
ing lama sampai anok berumur l 8 
(delapon belas) tahun. 

- Anak Negara (AN) yaitu anak yang 
berdo sa rko n put usan Ha k im 
dise rahkan pada Negara untu k 
did idik d o n d itempatkan di Lopas 
Anak pali ng lama sampai ana k 
berumur 18 (delapon belos) to hun. 

Berdasorkan batasan umur; menurut 
UU no 3 tahun 1997 tentang Peradilon 
Anok posal 4 oyot (l) menyebutkan bahwa 
onak yang dapat diajukon ke sidang anak ~ 
sekurang-kurangnya berusia 8 tahun tetapi 
belum mencopoi umur 18 tahun don 
belum pernah kawin. Songsi yang bisa 
diberikan bogi anok yang mosih berumur 
8 - 1 2 tahun hanya dikenokan tindakon 
sedangkan terhadop anak yang telah 
mencopai umur 12 - 18 tahun dijatuhkan 
p1dono. Perbedoon perlokuon tersebut 
d1dasarkon otos korakteristik pertumbuhan 
dan perkembongon fisik, mental don sosiol 
o nok. Jiko melihat rentong usio yang 
ddokukon anok berkonfl,k hukum, moko 

anak usia 12 sampai d engan usia 18 
tahun sudah masuk pada fase remaja. 
Oleh karenanya m embahos anak 
berkonflik hukum tidak lepas dori 
pemohamon tentong kenokolon remajo 
atau ;uvenile delinquency. 

Tinjauan psikologi, menyebutkon 
bahwa periloku onak menyimpang dopat 
dikatagorikon kedalom Juvenile Delin­
quency yoitu suotu tindokan atau 
perbuotan melanggar normo, baik hukum, 
maupun norma sosial yang dilakukan oleh 
anak-anak usia mudo. Mereko tidak 
dikatagorikan sebogai pelaku tindak 
kriminal akan tetapi sebagai anak yang 
te lah mela kukan k esa lahan dolom 
bertindak (doing wrong # crime). 
Penggunaan istiloh 'nakal'dalam tinjauan 
ini untuk kepent ingan konsep, b ukan 
bermaksud untuk menurunkan harkat don 
mortobat anak. Berikut ciri -ciri pokok dori 
kenokolon remoja yoitu: : 

1) terlihot adonyo p erbuaton atau 
tingkoh loku yang bersifot pelong­
go ran hu kum yang berloku don 
pelanggoran nila i-niloi mo ral. 

2) mempunyai tujuan yang a -sosiol 
yokni dengon perbuaton otau tingkah 
laku tersebut bertentangan dengon 
niloi don normo sosiol yang ado di 
lingkungan hidupnyo. 

3) dilokukon oleh mereko yang berumur 
antoro 13 - l 7 to hun d a n belum 
men iko h, boik secaro individu 
ma u p un secoro berso mo-somo 
dalam suotu kelompok remoja. 

Bentuk perilaku remaja, dapot 
d igolongkan ke dolam 2 (duo) kelompok 
yokni: 

l ) bersifat a-moral don a-sosiol don 
tidok diotur dolam Undong-Undang, 
sehingga tidak dapat atau sulit 
d igolongkan sebagai pelanggoran 
hukum. 

2) melanggar hukum dengan penye­
lesaio n sesuoi dengan undong­
undong don hukum yang be rl aku , 
da n disebut perbuoton melanggor 
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hukum bilomono dilokukon oleh 
orang dewoso. Sebuton pelanggaron 
hukum sering diistilahkon sebogoi 
kejohatan, yang disesuoikon dengon 
berat ringannya pelonggoran keja­
haton, misolnyo: (l) Perjudian don 
segolo mocam bentuk perjudion yang 
mempergunokon uong. (2) Pencurion 
dengon kekerasan maupun tonpo 
kekerason: pencopetan , perom­
pasan. (3) Penggelapan barang. (4) 
Penipuan don pemalsuan, (5) 
Pe langgaran tata susilo, menjuol 
gambor-gombar porno don f il m 
porno, pemerkosaan., (6) Tindakon­
tindokan anti sosial: perbuoton yang 
merugikon mi lik o rang loin.(7) 
Percobaon pembunuhon, menyebab­
kon kemotian orang, tu rut tersongkut 
dolom pembunuhon, pengguguron 
kandung a n. pengonioyoon berat 
yang mengakibatkon kemotion orang 
lain.(8) Penyolohgunoon obot don 
terlibot kosus narkobo. 

Hok Asasi Monusia, mem ando ng 
kejahaton yang dilokukan onok 
merupakan penyimpongon, Bohkon anak 
di bowoh umur yang melokukon tindok 
pidono don proses penongonon anok 
yang berkonflik hukum itu sendiri jugo 
sudah menyimpong dori HAM. Bertitik 
tolok dari konsepsi perlindungon onok 
yang utuh, menyeluruh don komprehensif, 
negora berkewojiban memberikon 
perlindungon kepado onak berdosorkan 
ozas : 

1) Non Diskriminatif, artinyo semuo hak 
yang diokui don terkondung dalom 
KHA horus diperlokukon kepoda 
setiop onok tonpo pembedoo n 
apapun. Prinsip ini tertuong dalom 
pasal 2 KHA. 

2) Kepentingan terbaik bogi onak, yaitu 
bohwo dolom semuo tindokon yang 
menyongkut anak yang dilakukan 
olehlembogo - lem baga kesejah­
teroon sosial pemerintah maupun 
swasto, lembaga peradilon, lemboga 
pemerintah atau badan legislatif, 
moka kepentingan yang terboik bogi 

anak harus menjodi pert imbongon 
pertama. 

3) Hok untuk hidup, kelangsungan hidup 
don perkembangan, artinyo negora­
negora peserta mengaku i bahwa 
setiap onok mem i lik i ha k yang 
melekat atas keh idupan (pasa l 6 oyot 
l ), akan menjamin sompo i batas 
moksimal ke langsungan hidup don 
perkembangan anak (pasal 6 ayot 2) 

4) Pengho rgoan terhadap pendapot 
anak, maksudnya bahwa pendapat 
onok terutama jika menyangkut ha l­
hal yang mempengaruhi kehidupon­
nyo, perlu diperhatikan dalam setiop 
pengambilon keputuson . Prisnsip in i 
tertuang dalom posal 12 oyot 1 KHA 

2. Pendampingan Anak Be rkonflik 
Hukum. 

Beij ing Ru les . menya tokon bahwa 
penanganon pada anak yang berkonf lik 
dengan huku m perlu di bedakan dengan 
penanganan pada orang dewosa . Prins ip­
prinsip dasar yang terkondung dolom Bejing 
Rules meliputi : 

l . Perlakuan yang adil don manusiawi 
terhadap anok yang bermasalah dengan 
hukum, serta mengutamakan kesejah­
teraan anok. 

2 . Sistem harus bereaksi secara proporsiona l 
boik terhadap pelaku kejahato n maupun 
korban. 

3, 

4. 

5 . 

6, 

7, 

Penggunaan program masyarakat untuk 
peralihan dari prosedur pengadi lan for­
mal, dengan persetu juan onak. 

Penohanon diloku kan honya sebogo i 
upoya terakhir dengan sesingkot mungki n. 

Anok-anak yang ditahan harus terpisah 
dengan tahanan dewosa , 

Pe ngajuan ana k ke pe rsidongan 
pengadilan horus di la ku kon dengan 
memperhatikan kepentingan terboik bagi 
anok. 

Pengajuon ana k k e persidangan 
pengadi lan harus dilakukan dengan 
memperhatikan portisipasi penuh anok. 
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8. Pemenjaraan anak harus dipertimbangkan 
dengan hati -hati don hanya untuk 
kejahata n yang serius. 

9. Hukuman mati don hukuman badan harus 
dihilangkan. 

l 0. Pengajuan ke muka pengadilan hanya 
merupakan langkoh te ra khi r setelah 
melalui pertimbangan berbagai alterna­
tive. 

11. H orus dilakukan secara kont inyu don 
khusus program pelatihan bagi polisi yang 
menangani kasus anak-anok. 

12. Ketika anak menjalani hukuma n, harus 
tetap diberikan layanan pend idikan agar 
nantinya anak dapat kembali berintegrasi 
dengan masyarakat. 

13. Pelepasan harus sesegera mungkin 
dilakukan setelah penohanan. 

Pendomping bogi ABH biasa dilakukan 
oleh Pekerja Sosial Koreksional, bertujuan untuk 
mengantarkan anak merubah perilaku. Peker ja 
sosial dapat berfungs i m ula i da ri proses 
penyidikan, penahanan, persidangan, bekerja 
dengan memberikan pemahaman mengenai 
dinnya, mengenali kekuatan yang dim iliki anak 
serto mengenal sumber-sumber lainnya. Selain 
1tu memodifikasi lingkungan menjadi iklim yang 
kondus1f bagi anak, terutama lingkungan tempat 
d1mona onak tinggal. Apa bi la kondisi ini do pat 
d,capo, anak, maka diharapkon anak lebih 
percoyo d n terhadap kemampuan yang 
din, . , 'eb1h s1ap menghadapi dunia luar serta 
marrpu rnenghadapi 'stigma' yang diberikan 
rnosvoro<o· . Pekerio sosio l dapat berfungsi 
seboga oa.rocme otou membela kepentingan 
dar, boi< ano< ao om menyelesaikan konflik 
yang ·er Cd ser:o memberikan perlindungan 
·erhodco cno<. 

Ruo"'9 '19<1.,p oekenoon sos1o l koreksional 
me pu· pe OVO"O" probOS1 don porol, 
Pe1<er oo.., sos a d Keoo, s an, Ruran, LP, 
me a uica.., program penundaon hukuman 

1Dubo s & ·.: ey, • 999 . ong dopaj dilokukan 
der,gon · nd \ d.J agar oeruboh perilokunyo 
,.,.,elou oe'Y1ohon->ofl 1ong oo K mengenoi diri, 
keKua·an don surnber-s.Jrnber do lam diri 
send r . 2 Mod I kos, 11ngi<0ngon men1od1 1kl1m 
sos1a yang sehot d rnona k ien / anak tinggol 

Peron Pekeqa Sosio l Koreksional dopot 
dilokukon sebago1 : 

(a) Pen d idik: mem b ontu o na k untuk: 
memperkuat konsep di ri, proses belajar 
sosial , sosial isasi nilai yang tepat, 

(b) Konselor; memberikan kesempotan pada 
anak untuk menyalurkan perosaa n ­
perasaannya atau venti lasi , m embantu 
onak untuk merumuskan situosi, meng­
organisir polo perilaku, mengambil 
keputusan, mengembangkan perilaku 
positip, 

(c) Penghubung; memfas il itasi hubungan 
antara anak dengan: keluargo, sekolah, 
lingkungan sosial lainnya sehinggo terjad i 
hubungan yang kondusi f 

(d) Advokat; membela kepentingan, don hak 
anak dalam menyelesaikan konfl ik yang 
terjadi serta 

(e) Perl indungan terhadap anak 

(f) Mediator; menjembatani komu nikasi 
antaro anak dengan kel uarga, sekolah, 
lingkungan sosial lainnya untuk 
menyelesaikan konflik yg terjadi 

(g) Broker: memfasi litasi proses rujukan dll 

Ill. HASIL PENELITIAN 

),' Gambaron Umum Lokosi Pene li t ian 

Provinsi Lampung sebagai wilayah yang 
cukup dekat dengan pusat pemerintahan, 
memil iki posisi yang rowan dari berbogai 
permasalahan sosial yang dihadapi. Sebagai 
provinsi yang memiliki pelabuhan untuk 
persinggahan antar pulau , memberi kekhasan 
tersendiri tentang kehidupan sosia l don kondisi 
mosyarakat Lampung. Khususnya berkenaan 
dengan rawannya terjodi tinda k kriminal pada 
penduduk Lampung. Salah satu contoh wilayah 
Kecamatan Jabung don Teginenang, seperti 
dikemukakan oleh pendamping : 

"Kecamatan Jobung Lampung Timur 
terkeno l penduduknya suka mencuri motor. 
Palisi sulit mosuk ke lokosi tersebut. Jika Palisi 
mencoba untuk berlindok represif 'dikerosin' 
o kon berokibot podo pembokoron Polsek. 
Untuk melocok keberodoon peloku di lokosi 
tersebut, biosonyo olomot anak don Orang 
tuo peloku sudoh hi long. Kebiosoon mencuri 
motor sepertinyo telah membudoyo . Ko/au 
so /ah seorong onok membowo motor moko 
okon ditonyo: 'kamu nyuri dimono?'men;adi 
perlonyoon lozim. Wiloyoh loin yang memiliki 
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kekhasan do/am tindak kriminal seperti daerah 
lintas sumatera, kecamatan . Teginenang. 
Lampung Selatan, Kotamadya Daerah Pajang; 
don daerah pelabuhan yang menjadi 
lokalisasi PMKS dengan kasus pencurian 
mencapai rekor tertinggi. Untuk kelancaran 
tugas,biasanya maka memiliki kode2 tertentu 
untuk melewati daerah tersebut, misal 
memberi lampu sen lewat jalan mereka" 

Menurut Dinos Sosial Provinsi lampung, 
terdapat berbagai LSM pemerhati anak, 
diantaranya LSM LaDa, UNGU, bahkan 
terdapat Judicial Watch Networking don 

pelaku don korban sangat ti pis pemisahannya. 
Penanganan oleh Dinsos Provinsi Lampung, 
terlebih dahulu perlu dilakukan seleksi, pada 
konteks apa anak yang akan ditangani?. Untuk 
itu penanganan pada anak, mempertimbang­
kan prioritas permasalahannya. Apakah anak 
sebagai korban atau pelaku, sehingga dapat 
menentukan bidang mono yang akan 
menangani. Oleh karenanya dalam menangani 
masalah ini perlu melihat konteks perma­
salahannya. Beri kut adalah data tentang 
penyandang masalah kesejahteraan sosial 
(PMKS) anak di provinsi Lampung. 

Tabel : DATA' PMKS Anak tahun 2006 

No Kota/Kabupaten Bali ta Anak Anak Anak Anak Anak 
terlantar T erlantar KTK nakal Jalanan Ca cat 

1. Bandar Lompung 143 453 201 73 76 232 

2. Metro 310 599 - 21 113 98 

3. Lampung Selotan 1.072 3.733 28 260 109 1.044 

4. Lampung T engoh 868 3.144 2 2.583 202 861 

5. Lompung Timur 1.463 3.729 3 760 523 1.630 

6. Lompung Utara 1.123 2.628 1 90 36 508 

7. Lampung Barat 396 777 50 29 1 203 

8. Tanggamus 764 3.017 3 111 15 1.009 

9. Tulang Bawang 940 2.815 1 33 6 625 

10. Way Kanan 434 1.948 22 51 15 440 

Jum l ah 7.079 20.895 289 3.960 l .081 6.210 

berbagai Forum yang cukup konsern terhadop 
permasalohon anak, dimana kegiatannya telah 
banyak melakukan pembelaan bagi kepen­
tingan terbaik bagi ABH. Dalam penanganan 
ABH, dibagi kedalam duo katagori yang 
ditangani oleh 2 bidang, yaitu bidang 
rehabilitasi sosial menangani anak sebagai 
pelaku serta Bidang bantuan jaminan Sosial 
d ibawah subdit Korban Tindak Kekerasan, yang 
menanga ni pada korban. Jika anak yang 
dikatagorikan kedalam korban tindak kekerasan 
maka ditindak lanjuti program pada 
keluarganya, misalnya dengan memberikan 
usaha ekonimis produktif. Sementara anak yang 
sudah menjadi pelaku maka bidang ini t idak 
menangani lagi, karena sudah kewenangan 
bidang pelayanan don rehabilitasi sosial, subdit 
anak nakal. meski pada kenyataannya antara 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan 
bahwa jumlah anak terlantar cukup tinggi yaitu 
20.895 anak dibandingkan dengan jumlah 
anak nakal itu sendiri yang berjumlah 3.960 
anak. diakui oleh pejabat Dinsos Lampung, 
bahwasanya data khusus tentang ABH tidak 
dimiliki. Namun program yang terkait dengan 
ABH diantaranya adalah: 
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Pendataan ABH, Dinsos berkoordinasi 
dengan LSM, (LADA, LSM U ngu) . Dan 
direncanakan akan bekerjasama dengan 2 
LSM lain. Kerjasama dengan LSM menjadi 
penting mengingat penanganan anak yang 
berkebu-tuhan khusus, tidak mungkin dapat 
ditangani oleh Dinsos send iri , terutama 
sebagai "social investment" membangun 
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jejaring dengon LSM. Selomo itu diketohui 
bohwa LSM telah melakukan pendom­
pingan bogi onak yang berkonflik hukum, 
yang diputus bebos atou yang dituntut 
berso la h, denga n bentu k penga Ii ha n 
hukumon seperti membersihkon tempot 
peribodatan seperti mesjid, gerejo . 
Dukungon bogi LSM, diberikon melolui 
pemberion dona, paket kegioton pendam­
pingon Peksos muloi dari kegiatan recovery 
sampoi reintegrasi. 

Y Proses Pendampingan 

Proses pendampingon terhadap ABH 
dilakukan oleh LSM Ungu beralamot di Jalan 
Cendana Gg. Durian no 8 Tonjung Senong 
Bandar Lampung. Sebagai komunitas pence­
rahan onak don perempuon, yang berdiri sejak 
tahun 2001. Aktif memberikan advokasi bogi 
anak yang berkonflik hukum. Sering bekerja 
soma dengan Dinsos, terutomo dalom bidong 
penonganan anok maupun memberikan input 
terhadap berbagai program di Dinsos. Dalom 
menjolankan tugasnya, Pendamping, selaku 
Executive Direktur lembago, dengan latar 
belakang pendidikon sarjana hukum/ 
pengacara, sangat memudahkan dalom fungsi 
don perannya untuk mendompingi anok di 
dalam proses persidangan. Diakui bahwa 
mendampingi ABH terutama bagi onak-anak 
yang berasa l dari keluarga tidak mampu, pada 
dasarnya adalah untuk memberdayakan 
mereka don melindungi dari kesewenang ­
wenangan hukum. Seperti diutarakan oleh lbu 
S: 

"pendompingan dilokukan pamrih don 
kareno bersentuhan dengan anak don UU 
perlindungan onak s udah mengatur 
penangonan anak. ". 

Keberadaan pendomping selama proses 
hukum, dimulai dari tingkat penangkopan 
sampai pado putusan memperoleh peron 
tersendiri, dengon catatan perlu memperhatikan 
situas i don kondisi instansi terkait agar 
peloksonaan pendompingan menjodi optimal . 
Berikut peran pendamping dalam proses 
hukum, yang dimulai dari: 

l) Peron Pendamping pada Proses 
Penyidikan di Kepolisian; 

Diversi (pem berhentian kasus} 
yang menjadi kewenangan Palisi dalam 
menangani ABH, dengan cataton bahwa 
kasus anak adalah sebagai pela ku 
tertangkap tangan melakukan tindak 
kejahatan, tidak ado korban don t idak 
ado 'komplain' dari masyarakat. Kecua li 
untuk kasus asusila (pencabulan), tidak 
dilakukan diversi karena khawatir akan 
menimbulkan kesalahan. Untuk mela­
ku kan Discresi (pengalihan kasus ), 
dilakukan Palisi cukup berhati-hati . 
terutoma untuk kasus-kasus ringan, 
mengingat adanya kekhawatiran bahwa 
anak tersebut dimanfaatkan o leh orang 
dewasa yang kurang bertanggung 
jawab, kecuali masyarakot menghendaki 
penghentian kasus, maka Palisi akan 
mengembalikan anak ke orang tua. 
(AKOT), bekerja soma dengon tokoh 
masyarakat setempat. Dalom hal ini 
keterlibatan pendamping, menjadi 
penting, yaitu diserahkan ke LSM LADA 
(Lembaga Advokasi Anak}, yang selama 
ini teloh bekerja soma dengan Palisi, 
atau diserahkan ke Dinos Sosial, untuk 
dibina. Permasalahannya adalah tidak 
adanya penanganan khusus bagi 
tersangka anak yang dibebaskan. 
"rumah a man bagi tersangka anak be/um 
ado". 

Selama proses penyidikan, Kepol isian 
berupaya memberi perl indungan don 
pemenuhan hak anak, misalnya : 

a. hak anak untuk memperoleh pendidikan, 
maka pada anak yang akan uj ian. 
M elolui pendampingon dari LSM atau 
orang tua, mengaju kan sura t ke 
pemeriksa agar dapat mengeluarkan 
anak untuk me ngi kuti ujian. Ana k 
mengikuti ujian sekolah di ruang an 
tersendiri dalam waktu yang tidak 
bersamaan dengon murid lainnya. Hal 
ini dilakukan untuk menjaga martabat 
anak agar tidak minder. 

b . Hok untuk dijago kerahosiaannya, agar 
kasus anak tidak d iekspose ke med ia 
masc. Wartawan dari berbagai media 
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yang akan mengekspose kasus anak,: 
harus seijin pimpinan, kecuali wartawan 
atau keluarga yang menjadi korban 
diwawancara langsung oleh wartawan. 
Dalam hal ini Polisi tidak memiliki 
kewenangan untuk melarang keluarga 
untuk mengemukakan kasusnya ke me­
dia masa. Seperti dikemukakan oleh 
Aiptu S: 

"Meski pemeriksaan dilakukan di ruangan 
tertutup, namun bisa sa;a wartawan dapat 
bertanya langsung ke onak. atau datang 
ke keluarga, yang akhirnya kasus 
terekspose keluor. Po/isi tidak meng­
ekspose kasus anak ke media". 

c. Hok anak untuk mengetahui olasan 
penongkapan; Polisi berupaya menje­
laskan pada anak don keluarga tentang 
alosan penahanannya, sekaligus · 
memberikan penjelasan pada korban 
don pelaku, supaya tidak ado "komplain" 
dari masyarakat. 

2) Pendampingan 
BA PAS, 

oleh petugas 
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Tugas pendamping BAPAS (Pen­
damping kemasyarokoton/ PK) melaku­
kon Penelition kemasyorokat bagi ABH, 
sebogai kelengkopan untuk proses 
hukum selanjutnyo. Untuk kasus residivis 
otau keluarg a tidak jelos, moka 
direkomendasikan untuk pemeriksaon 
lebih lonjut. Sementara PK merekomen­
dasi kasus yang tidok memberatkan jika 
klien masih sekolah, keluarga masih ado 
don bukan peloku utamo atau hanya 
i kut-ikutan saja serto baru seka li 
dilakukon. PK berupaya mempertahon­
kon ogor anak tidak be~adapon dengon 
proses hukum, sehingga untuk kasus 
ringon seperti onak yang mencuri san­
da I, yan g dikatogo rikan sebagai 
kenokalan remaja, diupoyokan melo ­
kukan "perlawonon" melalui penelitian 
kemasyarakatan untuk di lakukan diversi 
oleh pihak penyidik. 

Dipers idongan, PK berkoordinasi 
deng an Jaksa don Hakim, meski 
peranannya sering diabaikan . Karena 
pemanggilan PK oleh Kejaksoan, sudah 

mendekati sidang, tanpa surat resmi , via 
telepon .. Padahal uintuk mempersiapkan 
laporan penelitian kemasyarakatan tidak 
dapat dilokukan dalam waktu singkat, 
akibatnya anak tidak didampingi. 

"Seharusnya Kejaksaan membuat surat 
perintah tertulis agar membuat SPT. 
Selama ini via phone sehingga t idak 
mendosar, karena menunjuk PK soma 
dengan mempertaruhkon nasib anak" 1 •. 

- Putusan sidang diselesaikan di tingkat 
elit, ditentukan oleh kekuasaan, padahal 
berdasarkan penelitian, kasusnya 
termasuk katagori berat. 

Contoh kasus : R, kasus terlibat narkoba 
don anak ketua Dewan, dimana PK tetap 
membuat loporon lengkap, untuk 
kelengkapan administrasi. PK merekomen­
dasi Pidana Bersyarat, namun keluorga 
masih berpikir-pikir, padohal hanya diputus 
se/ama 4 bu/an saia dipotong masa 
tahanan. Do/am ha/ ini peran PK bagoikon 
kerbau dicocok hidung". Laporan PK 
sebagai syaratadministrasi sa;a. 

Dengan berbagai keterbatasan yang 
dihadapi PK, tetap berupaya melak­
sanakan tugas, melalu i kerjasama 
dengan Polsek setempot, kerjasama 
dengan Kepala Deso setempat, LSM 
(LADA, UNGU, KPAI) meski akhir-akhir ini 
peranannya agak menu run. Pengamatan 
di lapangan menunjukkan bohwa antara 
Polisi don PK memperlakukan anak 
dengan cara berbeda. PK memperloku ­
kan anak dengan suasana se-rileks 
mungkin, tidok menggunakan seragam, 
berbeda dengan perlakuan penyidik di 
Kepolisian masih memperlakukan klien 
anak seperti o rang dewosa. Akibatnya 
pernah terjadi kesalah pahaman Palisi 
dalam memperlakukan kosus anak. 
Seperti terlihat pada contoh kasus berikut 

Seorang Anak SMP AI-Azhor Lampung, 
karena sering tidok mengikuti pela;oron don 
hanya menggornbar sa;a. Kemuo'ian 
die;ek menyebabkan onak tersinggung don 
dendam.Kekesalannya dilampiaskan 
dirinya dengan mengirim SMS ke 112. 
don membuat teror bahwa ado bom di 
sekolah. Soot bersamoan ter;odi teror bom 
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di Jakarta. Perilaku anak kemudion 
dihubungkam dengan perilaku teroris. 
Anak tersebut ditongkap Gegana don 
dikenakan pasa/-poso/ dalam UU teroris. 
Setelah dilakukan advokosi pendam­
pingan dari LSM, don bimbingan psiko-
1 og is dari BAPAS, akhirnya anak 
direkomendasi untuk dibebaskan. 

Selain itu pandangan klien ter­
hadap PK, sering disamakan dengan 
citra Palisi yang suko memeros. "Pihak 
keluarga klien be/um paham, seolah-olah 
imei dari petugas Bapas, soma dengan 
Palisi yang suko memeras." 

3) Pendampingan di Proses Per-
sidonga n 

Soot proses persidangon, maka 
peran pendamping menjodi penting, 
ka rena setidoknya akan memberi 
informasi bogi hokim, untuk memberikon 
putuson terbaik . 

Rekomendasi PK yang diojukan, 
sering diputus pidana meski dolam 
bentuk mengembolikan anok ke o rang 
tuo (AKOT) don Pidana Bersyarat (PB), 
pada prokteknya sering berbedo, yakni 
onak diputus pidana, meski honya 
tinggal 2 ha ri dikurangi dari masa 
tohonon. "Masih ado kasus anak ringan 
untuk AKOT yang divonis peniara, walau­
pun hanya siso 2 hari"2 

Perbedaon putusan sidong 
dengan rekomendosi PK berakibat pada 
pondangan buruk keluorga terhadap PK 
yang menganggap sebagai "kambing 
hitom" atas putusan sidong. Karena 
keluarga berharop besar pada PK untuk 
meringankan hukuman dengan mem­
berikan informasi yang "baik-baik", 
namun setelah sidang don putusan, 
keluarga mulai kecewa terhadap PK. 

Demikian holnya untuk putuson 
menjadi Anak Negara,maka sebenarnya 
pendamping dapat menggantikannya 
dengan pembinaan di lembaga sosial. 
Jika anak berke lakua n baik melalui 
peninjauan setiap 6 (enam) bulan sekali, 
lewat sidang TPPP, maka untuk memu-

luskan hal tersebut; peran pendamping 
semakin dibutuhkan. Konsekuens inya 
keberadaan pendamping dari panti 
sosial menjadi penting. Namun kenya­
taan berbeda, seperti dikemukakan oleh 
salah seorang PK: 

"Ka/au ada panti yang siap, maka PK dapat 
merekomendasi Anak Negara untuk 
masuk ke pan ti .. Pernah telepon ke Dinsos 
ternyato Ponti sosio/ be/um siap, akhimya 
memasukan anak ke peniara"3

. 

Jiko secara yurid is, amar putuson 
diserahkan ke ponti maka panti harus 
bertanggung jawab terhadap pem­
binoannya, sebaliknya jika anak sudah 

. dieksekusi untuk masuk pen jara, maka 
jelas berdasarkan hukum anak harus 
masuk penjara, kecuali melalui discresi, 
maka anak tidak akan mengenal hidup 
di penjara. Putusan yang diberikan 
sangat tergantung pada tuntutan jaksa, 
apakah anak diputus menjadi Anak 
Negara, atau anak pidana. 

Bela jar dari kondisi tersebut maka 
Pekerja Sosial dari Ponti Sosial memil iki 
kesempatan untuk berperan lebih 
banyak, guna menyelematkan anak­
ABH dari kehidupan penjara. Untuk itu 
disarankan antara PK (Bapas) dengan 
Peksos (Ponti) seharusnya berdampingon 
don berkoordinasi dalam melaksanakan 
tugas, karena UU no 3/9 7 tentang 
peradilan Anak mengamanatkan bohwa 
fungsi Bapas, menga rah ke proses 
hukum sedangkan Peksos mengarah ke 
psikososial anak. 

4) Pendampingan di LAPAS Anak 

Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS) Klas IIAAnak Kotabumi memiliki 
misi untuk: mewujudkan don menimbul­
kan rasa aman baik fisik don psikhis bebas 
dari gangguan bagi anak didik. Meski 
LAPAS ini disebut sebagai LAPAS Anak, 
namu n kenyataannya jumlah anok 
didiknya hanya sebanyak 38 orang , 
sementara jumlah napi dewasa sebanyak 
532 o rang .terdiri dari narapidana 
sebanyak 206 orang don 216 tahanan. 
Status anak didik seluruhnya adalah Anak 
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Pidana (AP) yang terdi ri dari 36 orang }.> 

laki-laki don 2 orang perempuan 

Berdasarkan usia, ternyata usia 
l 7 - 18 tahun lebih banyak (21 orang) 
dibandingkan usia 14-16 tahun yang 
hanya berjumlah 14 anak. Sementara 
jumlah peng huni LAPAS selu ruhnya 
sebanyak 206 napi dewasa dengan 
mayoritas kasus narkoba.: Ratio jumlah 
napi anak don dewa sa adalah l 
berbanding 7. Lingkungan anak don 
dewasa hanya dibatasi oleh pagar besi, 
dimana akses untuk berinteraksi sangat 
memungkinkan. Jika diperbandingkan 
dengan pelugas LAPAS sebanyak 58 or­
ang yang dibagi untuk mengawasi napi 
anak don dewasa, maka sangat tidak 
sebanding dengan ju mlah penghuni 
LAPAS. 

Adapun proses pendampingan 
bagi anak lebih banyak diwarnai dengan 
bimbingan mental agama yang 
mengandalkan pada 19 orang pem­
bimbing, tutor pendidikan sebanyak 20 
orang, setelah dibagi dengan napi 
dewasa, sementara bimbingan psiko­
logis hanya menggantungkan pada 2 
pengasuh laki-laki don 3 perempuan, 
yang biasa dipanggil sebagai lbu asuh. 

Lata r belakang petugas LAPAS 
umumnya lulusan SLTA, sebanyak 61 %, 
dengan pengalaman pelatihan pekerja 
sosial yang terbatas. Praktis dalam LAPAS 
tidak ado keterlibatan relawan lain diluar 
petugas LAPAS, untuk melakukan 
dampingan secara khusus bagi anak­
anak d idik . Soot anak keluar dari LAPAS, 
kembal i ke masyarakat maka PK, sudah 
tidak bertanggung jawab lagi . kecuali 
soot anak mempero leh Pembebasa n 
Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas 
(CMB), biasanya LAPAS menyerahkan 
pembinaan lanjut "after care" ke fihak 
BAPAS terdekat. Putusan anak ke LAPAS 
sudah menjadi putusan terakhir, dalam 
hal i ni pihak LAPAS tidak memiliki 
kewenangan untuk membica rakan 
prosesnya sampai anak di putus penjara, 
"Dalam ha/ ini putusan Hakim sebagai 
putusan tetap. Seo/ah putusan hakim tidak 
ado yang bisa mengganggu gugat". 

Hal-hal penting dalam melakukan 
pendampingan: 

l. Pendamping harus "masuk" ke dalam 
kl ien, memahami kondisi kl ien don 
harus berjuang untuk memberika n 
yang terbai k untuk anak. 

2. Berani berargumentasi tentang pasal­
pasal yang akan di jatu hkan pada 
anak, hal ini dapat dilakukan di luar 
persidangan, melakukan argumentasi, 
membedah pasal-pasal yang 
berkaitan dengan kasus anak. 

"Padahal soma memegang buku 
(KUHP), meski Hakim tersebut senior, 
seharusnya tidak perlu perdebatan lagi 
karena bukunya sama". 4 

3. Untuk membangu n komunikas i 
dengan anak maka perlu kemohiran 
da la m melakukan pen dekatan 
terhadap anak. Peron pendamping 
sekal igus sebagai Pengacara anak, 
melalui LSM, akan memudahkan 
fungsi pendamping dalam melakukan 
pemulihan anak terutama dalam 
membangun emosional anak. 

4. Perilaku anak me la nggar hukum 
sampai dita ngkap po l isi, pada 
dasarnya, karena anak belum mampu 
mengambil keputusan, belum mampu 
memahami persoalan don resiko atas 
perbuatannya. Ol eh karenanya 
pendamping perlu menerangkan 
seca ra rin ci proses hukum d on 
konsekuensinya. 

5. Pendampingan perl u mendapotkan 
persetujuan anak, jika anak tidak mau 
d idampingi maka kei nginan anak 
perlu dihargai. O leh karena itu untuk 
menjadi pendamping, terlebih dahulu 
perlu m embe rikan pemah aman 
kepada k eluarga tentang pera n 
pengacara atau pendamping . Jika 
ke luarga sudah pa ham tentang 
peranan pendamping, maka selanjut­
nya dibuat surat kuasa do n 
pendampingan dapat dilaksanakan. 
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, Kendala dalam proses pendam­
pingan : 

1. Khusus pada proses penyidikan di 
kepolis ian, biasanya Palisi t idak 
menghendaki adanya pendamping 
dengan alasan, agar prosesnya 
menjadi lancar karena biasanya 
pengacara mengkritisi pertanyaan 
petugas pada anak. 

2. Terbatasnya pemahaman aparat 
penegak hukum pada implementasi 
UU No 3/1997 tentang Peradilon 
Anak, karena kenyataannyo banyak 
kosus penahanon sebagai upaya 
terakhir "last resort" tidak dilaksona­
kan. Menghadapi situasi tersebut 
biasanyo dilakukan perdebatan 
dengan pengacara, sehingga pena­
hanan sebagai upaya terakhir dapat 
d i laksanakan . Termasu k dalam 
pelaksanaan dicresi kadang-kadang 
dilaksanakan, sehingga keberadaan 
UU tersebut menjadi "banci''. 

3. Terbatasnya anggaran terutama untuk 
biaya transportasi don akomodasi, 
menyebabkan kasus anak yang 
berada di lokasi yang sulit terjangkou, 
tidak mendapatkan pendampingan. 
Misalnya kasus perkosaan yang 
berada di gunung yang memerlukan 
biaya t ransportasi cukup besor, 
menyebabkan kasus anak tidak dapat 
didompingi . 

4. Pada soot melakukan kerjosomo 
dengan petugos PK dari BAPAS, PK 
kodang-kadang terlambat don 
cenderung disetir pol isi. "Mungkin 
kareno mereka PNS ado ;uklak don 
;uknis do/am peloksanaan tugos, 
sehingga cenderung kaku"5

. 

5. Ada kecenderungan, mempolitisi r 
kasus, terutamo jika kasusnya 
menyangkut anak pejabat. Selain itu 
minat untuk mendompingi anak 
pejabat cukup tinggi "sering men;adi 
a;ang rebuton pengacaro untuk 
mendampingi" dibandingkon kosus 
dari kalongon rakyat bioso. Diupoyo­
kan untuk mendopatkan penongguhan 

pidana, meski anok yang dibela 
tersebut terlibat kasus lagi otau residivis. 
Hal ini membentuk o pini poda onak 
bahwa proses persidangan hanya 
sebagai formal itas semata. Padahal 
jika anak sudah residivis, akan su lit 
merubah penegak hukum karena 
dibuat oleh anak sendiri. Untuk 
menhadapi kasus semacam itu, perlu 
diskusi dengan orang tua, karena 
sumbernya adalah salah didik. 

Berikut 2 contoh kasus yang 
mendopat pendampingan dari LSM 
UNGU, yang dapat menyeret pe laku 
dewasa ke proses hukum don kasus anak 
yang diproses hukum hanya karena 
mencuri sandal don kesalohan prosedur 
penahonan : 

7. "Kosus Pelecehan Seksual 0/eh 
Oknum Kepala Sekolah"Pelaku (S) 
berusio 52 tahun Kep Sek SD, be/um 
menikah, tinggal di rumah dinas 
sekolah bersama keponakan lelaki 
yang juga be/um menikah . Karban 
ado/ah 3 orang (P) kakak beradik yaitu 
I ( ) 8 tahun), R ( ) 7 tahun) don A() 4 
tahun) beralamatdi deso yang soma. 
Keluarga korban ado/ah keluarga tidak 
mampu, tinggal di daerah perbukitan 
yang dapat ditempuh dengan 
perjalanan selama 1 jam. Selama ini 
pelaku dikenal keluarga korban sebagai 
orang yang berjiwa sosial don 
dermawan, karena sering memberikan 
sembako. Sampai suatu soot S 
menawarkan diri untuk mengasuh 2 
orang kakak beradik I don A sambil 
dijanjikan akan disekolahkan . 
Mengingat S yang sudah baik hati 
kepada keluarga korban, maka kedua 
orang tuanya menyetuiui kedua 
anaknya tinggal di rumah S. Se/amo 
korban (R, 1 7 tahun), tinggal di rumah 
S, pada setiap ma/am S sering tidur 
dengan resleting celana terbuka, yang 
telah dilihatnya selama JO kali. Karena 
tidak betah lalu kedua kakak beradik 
kembali tinggal bersama kedua orang 
tuanya.Setela h berkumpul dengan 
keluarga, R menceritakan perilaku S 
pada kedua orang tua, namun mereka 
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tidak percaya, mengingat se/ama ini S 
se/a/u baik hati pada keluarganya. 
Sampai suatu soot S meminta A (adik 
R, 1 4 tahun) untuk tinggal dirumahnya 
don diianiikan akan disekolahkan 
sampai tingkot SLTA. Kemudian kedua 
orang tua merelokan A untuk tinggal 
bersama 5, sementara R (kakak A) 
hanyo bisa pasrah don d iam atas 
keputusan tsb.Menurut A; keponakan 
S sering menyuruh A untuk menemani 
S tidur dengan ancaman akan 
ditampar don dikembolikan ke orang 
tuanyo, 11ka A menolak permintaan­
nya. Dengan roso takutokhirnya Arnau 
t,dur dengon S don selama fdur, S 
se!a 1u rne.-ne,uk don menciurrnya. 
Bahkan S serng ber ndak senonoh, 
dengon memakso A,-,,e1aJ<ukan 'oro,' 
sementoro S memegor.g o,o - vi-al A 
Hof tsb berlangsung sebonyak 5 
koli.Sampoi akhirnya A kembol, ke 
rumah orang tua Koreria ter ad, 
pembengkakon poda oiat keiamm don 
hompir tidok bisa 10/on. Saar A tidur, 
sering menun;ukkon periloku gel.soh, 
menggigou don holusinos,, seOalu 
terbayang do/am t,durnya okon 
ke;adion tsb. Hal itu sempot menjodi 
perhatian kakak tertuo atos berbogai 
keganiilan perilokuAdan menanyokon 
kejadion yang memmpa adiknyo. A 
mau m e nceritakan kronolog is 
kejadiannya. Kemudion kakak tertua 
didampingi PSM setempot, melapor­
kon kejodian yang menimpo adik­
adiknya ke Carik Deso. Laporan 
tersebut ditindaklanjuti carik desa ke 
Kasubdin Pendidikon don Kacabadin 
memonggil S untuk dimi ntoi 
keterongan otas laporon tsb. (tidak 
diketohui hosil dori pemonggilan 
tersebut ?). Kades berinisiotif untuk 
mempertemukon pelaku (S) dengan 
ketiga korban beserta keluorganya. 
Pada pertemuan tersebut ketiga korban 
mengemukakan kejadion yang teloh 
menimponya don kemudian dibuot 
perjanjion, yoitu apabila do/am 
seminggu kasus terse but tidak mencuat, 
moko pela ku bersedia berdomai. 
Namun kenyataannyo 3 hori kemudian 

kasus ini mencuot, dimano Kopofsek 
Padang Cermin meminta Kodes 
mengantarkan p etugos/reserse ke 
keluorga korban utuk dimintai 
keterangonnya don se kaligu s 
memvisum A Akhirnya S ditangkap 
don ditahon di Po/res Lampung Selaton. 
Selama S do/am proses penyidikon, 
so/oh seorang keluargo S yang 
mengaku sebagoi pengacara S, 
men emui keluarga korban don 
mengojak untuk berdamai seroya 
menawarkan uong damai sebesar 2 
juta rupiah. Namun kedua orang tua 
korban dengan dukungan dari PSM 
don Pokja Sosia/isasi don Advokasi 
KPAID Prop . Lampung, menolok 
perdamaion don m e nyera hkan 
sepenuhnya kosus tsb untuk diproses 
secara hukum. Se/oma proses hukum 
berlongsung, keluarga korban don 
PSM se/a/u mendapotkan teror: 

"') disodur don disarikon dari loporon 
Pendomping I Peksos. 

2. Kasus Pencurian Sandal Jepit 0/eh 
Pe/ajar SMP.3 orang pelajar SMP JW 
(1 4 tahun), FR (14 tahun) don RH ( ) 4 
tahun), ketiganya berencano bermain 
ke Toman Kata Metro dengan 
mengendaroi sepeda. Do/am perja­
lanannya, didepan so/ah satu rumah 
di ;a/an J Metro Pusat, terlihat sebuah 
sendal jepit. Karena salah satu onak 
(JW) tidak memakai sendal moka ia 
mengambil sendal don memakainya, 
namun pemilik rumah melihat don 
menangkap JW, sedangkan kedua 
temannya berhasil melarkan diri don 
pulang kerumah masing-masing. 
Selanjutnya Kepala Ling ku ngan 
setempot don pemilik sendal, 
membawa JW ke Ketua Lingkungan 
untuk menunjukkan alamat kedua 
temann ya . Kepala Lingkungan 
beranggapon bahwa ketiga peloku 
tersebut honyo sebatas kenokolcm, 
maka ketigo orang tua onak dipanggil 
don dibuat per;aniian untuk tidak 
mengulangi kembali perbuatannya, 
don me nandatangani surot perda­
maion. Do/om surat tersebut tercantum 
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tanda tangan orang tua korban don 
pelaku, beserta saksi don tokoh 
masyarakat. Dalam masa perdamaian 
tersebut, ternyata so/ah satu oknum 
Polsek Metro Pusat meminta "uang 
damai" pada ketiga orang tua sebesar 
1 ,5 juta rupiah. Karena ketiga orang 
tua berasal dari keluarga tidak mampu, 
mereka hanya menyanggupi sebesar 
1 juta rupiah, itupun sumbangan don 
2 orang tuo sajo.Pado keesokan 
harinya, kedua orang tua dipanggil ke 
Polsek Metro Pusat untuk menerima 
kembali uang damai, yang dikem­
ba lika n oleh oknum tersebut. 
Selan;utnya kedua orang tua kembali 
melakukan oktivitas sebagai buruh tom. 
Pada soot ketiga anak sedang mengikuh 
ujian akhir semester, secara tiba-tiba 
sekolah (SM P 8) didatang, petugas 
dengon mengendarai 1 unit mobil don 
2 sepeda motor, hendak melakukan 
penangkapan di kelas ketiga anak 
tersebut. Tentu saia kejodion ini sempat 
menggonggu aktivitas belojor. Menurut 
Kepola sekolah don Guru, pihok 
kepolisian melakukan penggeledohan 
tanpo menunjukkon surot tugos. 
Berhubung ketiga onok tersebut tidak 
ditemukan, maka pihok kepolision 
mendatongi rumah so foh satu onak 
(FR) yang didapoti sedang bersama 
ibunya. Soot penongkopan, Anak (FR) 
don ibunya sempat diperlokukon kasar. 
Kedua temannya yang lain dapot 
ditangkap di tempat permainon game 
(PS) . Lolu ketiga orang tua mereko 
kebingungon, tidok mengetohui hendok 
dibowa kemona ketiga anok tersebut. 
Setelah melokukan kontok ke berbogoi 
kontor polisi, okhimyo do pat diketohui 
keberodaon anak tersebut yaitu di 
Polsek Metro Pusot. Dalam surat 
penohonon tercontum bahwa ketigo 
anok tersebut diduga telah melanggor 
pasal 363 KUHP yaitu melakukon 
tindok pidonon pencurion dengon 
pemberotan.Selama di tahan di Polsek, 
ketiga anok mengokui bahwo telah 
diperlakukon kosor seperti dipukul oleh 
petugos (bukti pemukulon diperlihatkon 
melalui Iuka memar pada bodannya). 

Kemudian keesokonnya, ketiga anak 
teloh di1ebloskon ke penjora. (Lopas 
Kato Metro). Pado soot yang 
bersomaan, ternyato ketiga orang tua 
anok telah mengungsi ke suotu tempot 
kareno ketakutan, bohkon teloh 
menimbulkon depres i bagi solah 
seorang ibu korban (FR). Hori keempat, 
orang tuo bersoma Pendamping dari 
LSM Ungu don (FKAM), menjemput 
anok ke Lopas, nomun secaro 
bersomoan pula ke tiga anak di jemput 
oleh Kanit Reserse don seorang 
pengocoro yang ditunjuk dori fiha k 
Polsek Metro Pusat. Poda soot itu terjadi 
dialog don argumentasi yang songot 
panjong antara tim advokasi LSM 
Ungu, Petugas LA.PAS don petugas 
Reserse tentang status anak. Saat 
bersamaan di halaman LAPAS teloh 
hadirwartawan media elektronik (RCTI, 
Trans TV, SCTV).Akhirnya diombil 
kesepakatan, untuk membawa ketiga 
anak tersebut ke Pofsek. Di Polsek 
Metro, tim advokasi memprotes keras 
penonganan yang dilakukan oleh 
petugas don mempertanyakan 
keabsyohan ke tiga pengacara, yang 
tanpo ado persetujuan/ surat kuasa dari 
ketiga orang tua . Peristiwa tsb 
mendopat perhatian khusus dari Ka 
Polda Lampung, yang selanjutnyo 
dilakukan penelusuron pada 
jajarannya, mulai dari Polres, Polsek 
don unit reserse Po/res, tentang 
prosedur penangka pan yang 
diindikasikon ado unsur pemerosan don 
kesa lahan prosedur. Akhirnyo Kapolres 
menyetujui ketigo ano k diberi 
penangguhan penohanon don segera 
dipersiapkon bekas penangguhannya. 
Soot bersamoan ketigo orang tua onok 
diperiksa (sebogoi saksi ya ng 
didampingi tim odvokosi) ole h Unit 
Pefoksana Pembinaan Penegakon 
Disiplin (P3D) Polres Metro atas 
kesalahon prosedur penohanon 
tersebut. Selamo proses pembuotan 
don memperponjang surot penong­
guhon penohonan, telah terjadi adu 
debat don orgumen yang pan;ang, 
yang hampir menimbulkan emosi, 
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antara tim advokasi don petugas, meski 
akhirnya disepakati bahwa ke tiga anak 
mendapatkan penangguhan don dibina 
serta di monitor o leh pihak BAPAS Kofa 
Metro. 

*) Disadur don disarikan dari laporon 
LSM don FKAM Bandar Lampung. 

Dari kedua kasus tersebut memberi 
pembela jaran bohwa pendampingon 
don keterlibatan tim odvokasi dari LSM 
serto kepercayoo<1 orang tu a serta 
dukungan don tokoh masyarakat, tokoh 
pemuda, pihak sei<o1oh, teloh menye-
1 amatka n anak oon pemenj araan. 
Sekalig us telah membenkon "kekuatan" 
pa da orang tua untvk menghadapi 
kesewenang-wenangon p etugos 
penega k hukum don menyelematkan 
anak menjad i korban kesalahan 
prosedur penahanon. 

Ill. PEMBAHASAN 

Proses pendampingan untuk menye­
lamotkan onok dari jerat hukum, memerlukan 
beberapa ketrampilan yang horus dimiliki o leh 
p endamping. Pendamping ana k soot 
penyidikan maupun tuntutan don putuson di 
persidangan berusaho untuk menyelamotkon 
onok, dengan cora berargumentosi dengon 
Penegok hukum terhadap kelayakan hukumon 
yang d i jotuh ka n poda onak. Da m pi ngan 
hukum, akon semakin dipe~uongkan, manakala 
anak melokukon tindakan dalam katagori 
ringan, sebagai pe laku 'pemula' d on 
berpo t ens i u ntuk direhabi li tasi m elo lui 
pembinaan. 

Meski di proses penyidikan, untuk kasus 
ringan yang di discresi don diversi, Palisi cukup 
berhati -hati, namun dengan adanya jaminon 
dari pendamping, setidaknya menegoskan 
pada Polisi untuk menetapkannya. Kecuali untuk 
kosus asusila , narkoba yang telah dilakukan 
berulang-ulang, tetap akan di proses lanjut untuk 
diserahkan ke kejaksaan, meski anak tetap 
mendapat pendampingan. Untuk kasus yang 
d idiscresi, perlu ado tindak laniut terutoma 
dalom dampingan psikososiol, karena adanya 
kekh awatira n timbulnya perasaan minder, 
renda h di ri karena statusnya pernah ditahan. 

1-+8 

Permasalahannya adalah, anak yang didiskresi 
maupun di diversi ti da k seluruhnya dapat 
menggantungan ke LSM , perlu ado "rumah 
aman" bagi korban maupun pelaku. Nyatanya 
RPSA yang idealnya dapat berfungsi menjadi 
rumah aman, tidak dapat berfungsi sebaga i 
mono mestinya. Demikian halnya keberadaan 
Peksos dari panti sebagai pendamping anak 
belum mampu berperan sebaga imana 
diharapkan . ldealnya Peksos menjadi pen­
da mping psikososial anak, mampu memberi­
kan kesempatan pada anak untuk menyalu rkan 
perasaan-perasaannya, membantu anak untuk 
merumuskan situasi don selaniutnya meng ­
organisir polo perilaku, mengambil keputusan, 
mengembangkan perilak u pos i ti p yang 
dilokukon bersamo ona k.6 Konsekuensinya 
perlu ado panrti sosial yang meniadi lembaga 
rujukan bagi hakim sebagai bahan putuson di 
pengadilan. Keterlibatan pendampingan PK, 
kenyataan masih sebotas 'formal itos' untuk 
memenuhi syarat pers idongan. Meski 
keberadaan PK di lapangon sangat bera rti 
dalam memberikan perlindungan bagi anak, 
keluarga don masyorakat. D engan tetap 
menganut prinsip pekerjaa n sosial , ya i tu 
menjaga kerahasiaan , menghargoi sebagai 
i ndividlJ .. 

Kedudukan PK ya ng lebih dominan da lom 
ranch hukum, seloyaknya pe rl u melakukan 
koordinos i don berkol a borasi dengan 
pendamping don atau relawan psikososiol dari 
LSM maup un dari p ra kt isi lainn ya, agar 
argumentasi don rekomendasinya lebih kuat 
don depot dipertanggung jawobkan di proses 
tuntutan. Hal ini semato-mata untuk memberikon 
kepentingon terbaik anok, serto wu jud dari 
perlindungon atas hak-hok anak. 

Kenyataan dila pango n menu n juk ko n 
bahwa pendampingan pado ona k soot 
persidangan, melalu i lapo ran PK, kurang 
mendapat perhatian, seba liknyo dengon 
odonya pendamping hukum dari pengacoro, 
mampu menyelamatkon anak masuk penjara, 
sehingga istilah 'putusan hakim yang t idak 
dapat diganggu g ugat' depot terpotahkan. 
Kondisi ini akan semakin kuat don be rhasil 
apabila didukung dengan adanya pendam­
pi ngan psikososial bag i anak maup un 
keluarganya, sehingga anak tetap te rj amin 
kebutuhan don haknya, m inimal te_rlindung dari 
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e e'CSC'"' :::c- i<esewenong-wenongon 
-e-::~ ~e ...... oe'c en hok-hoknya seperti 

-_. -e""'oe•oieh pendidikan. 

~ ~-_ ~e ... ccorn kondsi terse but maka 
pe,.... _ a::c pe' _oc!..ion dalam kinerja dari 
::::,e~ pe :::<l, oe:iaompingan anak maupun 
oe-negc "-<-..... J Ko polo kerja Pendamping 
::-o • :,e·.sos d t:owoh noungon lembaga sosial 
-:::~.;-- ~S. don BAPAS, tidok soling 
~ c ::::,c~:is. rnoupun bekerjasoma baik intern 
'""Cc.0--" Ce')gO'l penegak hukum lainnya, mako 
vpcr,c - e..,yeiomatkon anak masuk penjaro 
c<::: .... s..c-s.o. Segala upaya yang dilakukan oleh 
"'SCf'l5 oemerintah dalam kaitannya dengan 
--enoo -as don peloyonan sosial bogi onak 
De'<o-= ,K nukum menjodi tidak efektif hosilnya, 
ore'1o tidak didukung dengan upaya 

rnernbongun jejaring kerjasamo don kemitraan 
oe .... go-i lembaga sosial pemerhati anak 

Hal ini akan berdampak pada tidak 
-erselomatkannya kosus-kasus ringan dari 
purusan penjara serta tidak terlindungi hak onak 
bo1k sebagai korbon maupun pelaku. Kondisi 
mi semakin sulit dicapai, manakala masih 
ditemukannya perbedaan pemahoman atau 
persepsi antar penegak hukum tentang UU 
perlindungan anak maupun peradilan anak, 
yang berpengaruh pada putusan. 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

l. Proses hukum yang d ilakukan pada 
ABH, m ul ai dari penyidikan don 
persidangan menunjukkan masih 
terbatasnya peran pendom ping. 
Khususnya pada proses penyidikan oleh 
Palisi, terjadi pe rbedaan kepentingon 
dengan pendamping. Ada anggapan 
Pendamping sekaligus pengacara akan 
menghambat proses pembuatan berito 
acara. Sementara peran PK sebagai 
penb im bing anak, fungsinyo sebatas 
memberikan informasi tentang latar 
belakang anok, tidok memiliki kewe­
nongan untuk melakukan intervens i 
sebagai mono prinsip yang ado dalam 
pekerjaan sosial. Demikian juga halnya 
denga n adanya perbedaan secara 

kelembagaan antara peran Peksos don 
Penyidik cukup mempengaruhi fungsi 
pendampingan pada ABH. 

2 . Upaya untuk mempraktekkan perlin­
dungan anak selama proses hukum 
berlangsung, telah dilakukan, walau 
dalam beberapa hal masih ado 
ketimpangan, mako pemahaman 
petugas, maupun pendamping terhadap 
kebutuhan don hak anak perlu ditingkat­
kan. Kebutuhan anak berpendapat perlu 
diokomodir, melalu i keputusan yang 
akan diambil dalam kaitan hak anak 
untuk memperoleh pendidikan harus 
diperhatikan. 

3. Peron pendamping dalam menangani 
ABH di persidangan sangat membantu 
bagi kepentingan terbaik bagi anak, 
terutama untuk kasus ringan sehingga 
bisa terbebas dari putusan penjara. 
Khusus pendampingan yang di lakukan 
oleh seorong pengacara menunjukkan 
keberhasila n dibandingkan oleh PK. 
Be l um adanya keterlibatan Peksos 
koreksional yang mampu memberikan 
pelayanan selama dalam proses hukum 
(Parole) maupun melakukan probasi di 
LA PAS. 

4 . Kendola yang dihadapi dalam proses 
pendampingan adalah sebagai berikut: 

l) Masih adanya perbedaan persepsi 
don kepentingan antara penegak 
hukum (Hakim, Pengacara, Palisi), 
dengan Pendamping termasuk dalam 
implementasi UU perlindungan don 
peradilan anak 

2) Terbatasnya angg aran pendam­
pingan berimplikasi pada terbatasnya 
kasus yang ditangani, termsuk Posisi 
pendamping dengan (Palisi don PK) 
yang berasal dari instansi formal, 
me nyulitkan pendamping da lam 
menja lankan fungsinya . 

3) Status ekonomi klien rnempengaruhi 
proses hukum, ketertarikon podo 
kasus 'rakyat kec il' lebih ren dah 
d i bandingkan pada kasus an ak 
'pejabat'. Hal ini berimplikasi pada 
proses pendampingan don putusan 
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yang akon dijatuhkan menjadi 
putusan persidangan. 

B. Saran : 

1. Ada "rumah oman" yang siop melindungi 
anok dari stigma yang diperoleh 
masyarokat. Petugas yang terlibot dalom 
rumah aman terdiri dari petugas BAPAS 
(PK), Dinsos .Kanwil Kumham, 
Pengadilan, Ponti sosial. 

2. Dibentuk tim koordinasi diantara 
lemboga terkait putusan pada anak, 
seperti dari Kumham, Dinso, Dikdasmen, 
LSM, dalam bentuk Forum atau Komisi 
yang memiliki kesepakatan untuk 
melindungi ABH. 

3 . Putusan onak menjadi Anak Negara, 
perlu dipertimbangkan logi kareno tidak 
berpihak pada onak, utamakan rujukan 
ke ponti sosial otau rumah 'oman'. 

4. Revitalisasi SOM 'rumah aman' don Pant 
terutoma bagi peksos profesional don 
fungsional melal ui pelatihan don 
pedidikon terkait ABH. 

5. Adanya Forum Pekerja Sosial Koreksional 
dimona anggotanya tersebar di ber­
bagai wilayoh, sehingga memudahkan 
untuk menjangkau kasus yang beroda 
dipelosok. 

6. Adonyo kerjasama antara LKPKK 
(Lemboga Konsultosi Perl indungo n 
Kesejahteraan Keluorga) tingkot provinsi 
dengon LSM pemerhati anok. 
Pendampingan pada onak dilakukan 
oleh LSM, sedangkan pendampingan 
bagi orang tua dapat dilakukan oleh 
LKPKK sebagai fosilitotor, enabler bagi 
orang tua. Alasannya penanganan bagi 
anak bermasalah adalah dengan 
menangani orang terdekat atau orang 
tua yang menjadi dasar kegiatan LKPKK. 
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